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Babwi dalam rangis peningkutin volume Pembangunan
di duerah Ball oaam PelitA oL dan PELITA - Phodl A
selanjutnya dibutubkan pembiayaan - pembiayaan yang te-
rus meningkat sehingga dipundang perlu untuk menginten-
sipkan pemungutan sumbar - sumber yang ada dan sejauh
mungkin menggali sumber-sumber Dana yang baru.
Buhwa untuk maksud tersebut diatas dipandang perlu un-
tuk memungut Retribusi atas surat - surat ijin penyimpa-
nan Bahan Bakar yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Bali yang selanjutnya disebut Retribusi
atas Ijin Penyimpanan Bahan Bakar.

Eeplement met GetrekKing tot de opslag op het bezit van
Petroleum en soortgelijke Viozisioffen Sibld 1927 No. 200
terakhir divbah dengan Stbld, 1940 No. 150,

"Petroleum Opslagordonuntic™ Sitld. 1927 No. 199 tera-
khir dinbah dengan Stbld, 1940 No. 252,

Undang - undeng No. 12 D.R.T. Tahun 1957 twotang Pe.
raturan Umum Retribusi Daerah.

Undunz - undang No. 64 tahun [958 (Lembaran Negara
No. 115 tahun 1958} tentang pambentukan Dacrah Ting-



Menetapkan

f

W kal [ Bali, Nusa Tenpgara Barat dan Nusa T enpgara Timur,

3. Undang - undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan di dacrah,

Dtlngnn persetujuan DPRD. Propinsi Daerah Tingkat 1 Bali

MEMUTUSEKAN

PERATURAN DAERAH PROPINS! DAERAH TINGKAT
I BALI TENTANG RETRIBUSI ATAS 1IN PENYIMPA-
NAN BAHAN BAKAR.
Pasul 1,
Pemberian surat ijin penyimpanan Buhan Bakar bensin, pre-
mium, super 98, avtur, avigas, solar, minyak tanah dan ba-
rang caic yang szjenis kepadu perseorangan atau Badan Hukum
oleh Gubernur Kepala Daervh Tingkat 1 Bali dikenakan pu-
ngutan Retribusi,
Pazal 2.
{1). Besarnya pungutan Retribust atas 1jin Penyimpangn Ba-
han Bakar terscbut ditetapkan sebagai berikut

@, Untuk buban bakar benging, premium, super 98, aviur,

avigas dan barang cair yang sejenis yang pznyimpa-
nannyi berjumlah 21 {dua puluh satu) liter s/d 500
(lima ratus) liter dikenakan  Retribusi Rp 1.500.—
(seribu lima ratus rupiah) scétiap tahun.
Untuk jumlah penyimpaman 501  (lima ratus satu)
liter s/d 1,000 (seribu)  Titer  dikenakan Retribusi
Rp 2.500,— {dua ribu lima ratus rupiah) setiap tahun,
Untuk jumlah penyimpaman [.001 (scribu satu) liter
keatas dikenakan Retribusi Rp 2.500,— (dua ribu 1i-
ma ratus rupieh) ditembah dengan Rp 5.— (I'ma rue
piah) setiap liter dari kelebiban diatas 1.000 (seribu)
liter setiap tahun,

b. Untux Bahan Bakar minyak lanah, solar dn barang
cair yang sejenis  untuk  jumlah  penyimpanan 901
(sembilan ratus satu) liter s/d 1.500 (seribu I'ma re-
tus) liter dikenakan Retribusi Rp 500.— (lima ratus
rupiah) setiup tahun,

Untuk jumlah penyimpanan 1,501 (seribu lima ratus
satul liter 5/d 3.000 (tiga ribu) liter dikenakan Retri-
busi Rp 1000.— (seribu rupiah) setiap tahun.
Untuk jumlah penyimpanan 3.001 (tiga ribu satu) li-
er Reatas dikenakan Retribusi Rp 1.000,— (seribu
rupiah) ditambah Rp 2.50 (dua sctengah rupiah) se-
tinp liter dani kelebihan diatas 3000 (tiga rle) liter
setiap tahun.

¢. Gubernur Kepaln Dacrab Tingkat [ Bali dapat mem-
barikan pembebasan alas pengengan  retribusi untuk
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keperluan sosial atau Dinas ata¥ permohonan yang

bersanghutan, ;

Retribusi tersehut horus sudah dilunasi dan disetor ke Kas
Daerab Propinsi Daerah Tingkat T Bali para waktu Ijin
Penyimpanan diberixan dan atau pada setiap pembaha-
ruan ljiin Penvimpanan setinp tahunmya,

Pasal 3.

Pemegang surat ijin penyimpanan wajib melapor setiup
twlun kepads Gubernwr Kepaln Daerah Tinpkat 1 Bali
gung pembaharvan sural ijin.

. Pelapggaran terhadap Ketentuan ayat (1) dihukum dengan

huekuman kurungan selama - lamenya 3 (tiga) buian atau
dendsa sehanyak - banyakaya Hp 1.000,— (seribu rupiah).

. Tindak piduna yang dimaksud dulam ayat (1) pasal ini

adalah pelanzgaran.

Pasal 4.

Hal-fral yang belum cukup diatur didalum Peraturan Dae-
rih ini akan diatur oleh Gubernur Kepala Dacrah Ting-
kat T Bali,

Peraturan Dagrab ini mulai berlaku pada tanggal diun-
dangkan.

Sejak berlokunya Peraturan Dacruh ini maka surat Kepu-
tusan Cubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Bali tanggal |
Desember 1973 No. 44/8kep/119/Ek-1T/9/1973 dimyit-
takan tidak berlako tagi,

Denpasar, 22 Oxtober 1975,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GUBERNUR KEPALA DAERAH

DAERAH PROPINSI DAERAH TINGEAT I BALI,
TINGKAT 1 BALI,
KETUA, t.t.d.
L. t, .
{ 1 GUSTI NGURAH PARTHA ) ( SOEKARMEN )
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Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik
[ndonesia

Dengan surat keputusan

Tanggal : 12 Mei 1976 No. : Pem 10/18/15-70,



= PENIJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAM FROPINS! DAERAH TINGKAT I BALI
Nomor : 9 Tahun 1975
TENTANG
RETRIBUSI ATAS PENYIMPANAN BAHAN BAKAR

PENJELASAN UMUM

Dasar pertimbangan diletapkannya Peraturan Daerah ini adalah di-
dalam rangka Intensifikasi dan Cxicnsifikasi dari pada sumber-sumber Penaa-
patan Dacrah. Seliap tabun volume Pembangunan Daerah yang harus dibiayai
terus bertambah, Untuk kepoduan tersebul segala potensi harus diintensifkan
untuk dapat meningkatkan Pendapatan Dacrah,

Berdasarkan Petroleum Opslag Ordonantie Sibld. 1927 No. 199 yo.
Steld. 1940 No. 252 dan Reclemant mat betrekking tot de opslag op het bezit
van Petroleum en soortgelijke Viaeistoffen Stbld, 1927 No. 200 yo. Stbld. 1940
No. 150, maka terhadap Penyimponon Baban Bakar diperlukin adanya Ijin
dari Gubernur Kepala Daerah. £
Mula - mulanya terhadap Tjin Penyimpanon Bahan Babar tersebut tidak dike-
rakan biays, axan tetapi dengan makin berkembangnya usaha - usaha penjua-
lan banan bakar ini maka sudeh tibalah saatnya untuk mengenakan Retribusi
ias ljin Penyimpanan Bahan Bakar torsebut  sejalan dengan  usaha - usaha
ckstensifikasi sumber - sumber Pendapatan Daerah.

Untuk memperkuat dan memberi landasan Hukum pengennan Retri-
busi tersebut maks disusunlah Peratwran Dacrah ini,

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Cukup jelas.

Ayat 1 sub. a ¢ Berdesarkan Petroleum Opslag Ordonantie  Stbld. 1927
No. 199 penyimpanan bahan bakar bensin dan lain seba-
gainya sampai sejumlab 20 (dua puluh) liter tidak me-
mertukan Ijin simpan.

Avat 1 sub. b : Bagi baban bakar minyak tanah dan lain schagainya un-
tux jumlzh penyimpanan sampai sejumlah 900 (sembilan
ratus) liter berdusarkan Ordonantie tersebut diatas tidak
memerlukan iin simpan.

Avat 20 Cukup jelas,
Pasal 3.
Cukup jelas.
Pasal 4,
Cukup jelas.
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